LAPORAN HASIL KEGIATAN
 MITRA PRAJA UTAMA BIDANG KESEHATAN TAHUN 2005
I. PENDAHULUAN
Kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan bertujuan meningkatkan dan membangun kerjasama pelayanan kesehatan masyarakat antar propinsi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang no. 22 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 3 PP nomor 25 tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan bidang kesehatan memberikan peluang kepada setiap propinsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam bentuk/sistem tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing termasuk dalam menjalin hubungan antar propinsi lain.

Di bidang kesehatan, juga telah berlangsung reformasi pembangunan kesehatan yang ditandai dengan ditetapkannya Visi baru pembangunan Kesehatan yang mencanangkan tahun 2010 sebagai pencapaian tujuan Indonesia Sehat. Sistem kesehatan secara garis besar terdiri atas Sistem pelayanan dan Sistem Pembiayaan yang didukung oleh fungsi Perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pengembangan, untuk itu harus didukung oleh suatu Sistem Informasi Kesehatan yang dapat memberi dukungan “EVIDENCE” dalam setiap simpul dari fungsi-fungsi sistem kesehatan dalam era desentralisasi, terlebih dalam hal kerjasama antar propinsi. 

Dalam rangka kerjasama MPU Bidang Kesehatan ini, sesuai kesepakatan bersama antar anggota MPU, maka Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah mempunyai 3 kegiatan pokok, yaitu meliputi :

1. KUNjungan Dalam rangka Koordinasi dan Benchmarking SIK- MPU

Berdasarkan hasil Pertemuan MPU Bidang Kesehatan Tanggal 1-3 Oktober 2003 di Surabaya, dan diperkuat lagi dengan Hasil Kesepakatan Pertemuan MPU di Yogyakarta pada tanggal 14-16 September 2004, disepakati bahwa Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah menjadi koordinator SIK MPU Bidang Kesehatan. Dengan harapan dapat memberikan dorongan moral, dukungan semangat, acuan tehnis, maupun sebagai dinamisator bagi para anggota MPU sehingga dalam kurun waktu 2-3 tahun bisa terwujud SIK MPU yang online. 

Untuk itu perlu dilakukan kunjungan ke semua Dinas Kesehatan Propinsi anggota MPU, yaitu Lampung, Banten, Jabar, DKI, DIY, Jatim, Bali, dan NTB. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai benchmarking untuk masalah SIK, sehingga dapat diinventarisasikan tentang potensi SIK di masing-masing daerah, yang akan di paparkan sebagai semacam profil SIK MPU pada Pertemuan MPU Bidang Kesehatan di Semarang. 

Semua anggota telah bersepakat akan saling membantu, saling mendorong, saling menyemangati, dan saling membanggakan dalam rangka pengembangan SIK ke depan, yaitu SIK yang disesuaikan dengan perkembangan jaman, sehingga bisa diakses dengan cara yang cepat dan mudah.

2. Penyelenggaraan Pertemuan MPU Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil kesepakatan MPU Gabungan Tanggal 29 September-1 Oktober 2004 di Banten, Propinsi Jawa Tengah diberi peran untuk menyelenggarakan Pertemuan MPU Bidang Kesehatan dengan materi : Sistim Informasi Kesehatan (SIK) MPU dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium. Dari berbagai pertemuan terdahulu telah disepakati pula bahwa Propinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Mitra Praja Utama mendapat tugas untuk mengembangkan jejaring system informasi kesehatan dan pengelolaan garam beryodium. 
Masalah peredaran garam beryodium yang perlu mendapat perhatian lebih adalah aspek penindakan (law enforcement) bagi para pelaku bisnis pergaraman yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Kerjasama lintas batas pengawasan peredaran garam beryodium dalam MPU ini menuntuk pra kondisi berfungsinya mekanisme-mekanisme dalam system pergaraman persebut, agar setiap komplain dari propinsi lain atas mutu garam yang beredar di daerahnya dapat ditindak lanjuti dengan baik. 
3. Kunjungan Pertemuan MPU

Kesepakatan yang telah berjalan selama ini, bahwa setiap daerah akan mengirimkan perwakilannya disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Pertemuan yang dimaksud adalah baik Pertemuan MPU Gabungan maupun Pertemuan MPU Bidang Kesehatan, dimana secara merata masing-masing propinsi akan menjadi penyelenggara pertemuan sesuai dengan hasil kesepakatan tahun sebelumnya. Selain itu juga dilakukan pertemuan lintas batas sebagai tindak lanjut dari Pertemuan MPU sebelumnya, dimana dalam pertemuan lintas batas ini dibicarakan hal-hal yang lebih rinci dan lebih bersifat operasional, dan biasanya melibatkan peserta dari Kabupaten/Kota dan/atau Puskesmas. Berbagai pertemuan yang menyangkut SIK baik di dalam maupun di luar propinsi secara selektif juga perlu diikuti, mengingat Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah sebagai koordinator SIK-MPU, dengan maksud akan menambah wawasan, pengetahuan, dan memperluas jaringan.
Keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi :

1. Terlaksananya kunjungan SIK MPU ke semua propinsi anggota MPU

2. Terlaksananya Pertemuan MPU Bidang Kesehatan dengan materi SIK dan GAKY
3. Terlaksananya kunjungan pada semua Pertemuan MPU, baik Pertemuan MPU Gabungan maupun Pertemuan MPU Bidang Kesehatan, Pertemuan Lintas Batas, dan Pertemuan Bidang Sistem Informasi Kesehatan.
Tujuan Umum dari kegiatan ini adalah :

1. Memantapkan Sistem Informasi Kesehatan yang on line diantara propinsi Mitra Praja Utama.

2. Memantapkan sistem terpadu peredaran garam yodium.

3. Memantapkan kerjasama antar anggota MPU, khususnya pada bidang kesehatan yang telah disepakati bersama.

Tujuan Khusus meliputi :

a. Tersusunnya dan disepakatinya desain website untuk penayangan informasi yang berasal dari  propinsi anggota Mitra Praja Utama.

b. Tersusunnya dan disepakatinya alur/mekanisme tukar menukar informasi antar propinsi anggota Mitra Praja Utama.

c. Terlaksananya koordinasi pengembangan sistem informasi antar propinsi Mitra Praja Utama.

d. Disepakatinya muatan data yang akan ditayangkan di masing-masing website propinsi anggota MPU.

e. Tercapainya kesepakatan bagi pengawasan dan pengendalian peredaran garam beryodium di daerah perbatasan propinsi maupun kabupaten/kota

f. Terciptanya mekanisme operasional pemantauan garam konsumsi pada jalur-jalur distribusi (titik rawan) peredaran garam konsumsi beryodium.

g. Terjalinnya koordinasi antar petugas lintas sektoral terkait (Tim GAKY) dalam pembinaan produsen garam serta penegakan hukum peredaran garam.

h. Terlaksananya semua hasil kesepakatan Pertemuan MPU dengan tindak lanjut Kerjasama Lintas Batas sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

II. HASIL KEGIATAN MPU
Adapun hasil Kegiatan MPU Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan Dalam rangka Koordinasi dan Benchmarking SIK-MPU 

Menjadi koordinator SIK-MPU sebenarnya cukup berat, namun kami ambil positipnya yaitu bahwa dengan menyandang beban moral sebagai koordinator, maka hal itu akan mendorong kita untuk bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Beberapa kegiatan penting yang harus dilaksanakan sehubungan dengan hal tersebut misalnya, mengumpulkan dan mengolah semua hasi keputusan/ kesepakatan Pertemuan MPU untuk kemudiajn disebarluaskan ke semua anggota MPU, terutama melalui Website dengan alamat : www.health-lrc.or.id. Oleh karena computer client kami ada sekitar 54 buah yang terconect dengan jaringan LAN dan dapat mengakses internet 24 jam, maka apabila melakukan upload pada jam kerja sangat sulit dan lebih banyak gagalnya, sehingga upload sering dilakukan pada malam hari. 

Selanjutnya diharapkan oleh semua anggota MPU, bahwa Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dapat menjadi inspirator, dinamisator bagi anggota MPU yang lain. Sesama anggota MPU harus saling memacu, saling membantu, saling membantu, saling membanggakan, kalau perlu dengan sedikit provokasi (dalam arti positip) agar semuanya bisa serentak maju bersama. Ibarat rangkaian gerbong kereta api, jika lokomotip sudah berjalan maka semua gerbong juga harus berangkat. Oleh karena itulah, maka kami melakukan kunjungan ke semua Dinas Kesehatan Anggota MPU. Dalam kunjungan tersebut dilakukan advokasi/ provokasi ke Kadinkes setempat, mengisi kuesioner dengan semua program terkait, bagi propinsi yang belum mempunyai website kami kumpulkan berbagai informasi untuk di upload di website Jateng (misalnya Profil Kesehatan, Hasil Kinerja SPM, dan sebagainya), melakukan kunjungan ke Kabupaten/Kota terdekat untuk melihat bagaimana pelaksanaan sistem informasi yang ada. Adapun secara garis besar, hasil kunjungan tersebut dapat kami sajikan dalam bentuk Sekilas Profil SIK-MPU.

SEKILAS PROFIL SISTEM INFORMASI KESEHATAN 

PROPINSI ANGGOTA MPU

AGUSTUS 2005 

	NO
	KEGIATAN/ JENIS DATA
	JATENG
	D.K.I. JAKARTA

	I.
	Mekanisme Aliran Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· Data dari programmer Puskesmas, sarkes lain dan Linsek terkait ( programmer Dinkes Kab/Kota ( Programmer di Dinkes Propinsi melalui disket, surat menyurat, telepon dan faximili.
· Data dari Rumah Sakit dikirim langsung ke Programmer Dinkes Kab/ Kota dan Programmer Dinkes Propinsi.

	· Gizi:Data/informasi yang melalui prog. / proyek secara manual adalah :

Data surveilans, Rumah Sakit ( Dinas Kesehatan Provinsi 

Berbasis web : 

· Data surveilans ( Rumah Sakit ( website Dinkes Provinsi. 

	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Data dari Puskesmas, linsek terkait, sarkes lain ( Dinkes Kab/Kota, diolah, divalidasi dan atau dianalisa dgn LP/LS terkait ( Seksi Manajemen Informasi Dinkes Propinsi divalidasi & dianalisa dgn LP/LS terkait, pengiriman melalui disket, surat menyurat, faximil dan ada juga melalui email. Selanjutnya dikirim ke Gubernur dan ke Pusdatin ( di Pusdatin divalidasi dgn LP terkait)

· Data dari Rumah Sakit dikirim langsung ke Progeammer Dinkes Kab/Kota dan Programmer Dinkes Propinsi.

· Aplikasi software pada web belum dilakukan
	· Data dari Puskesmas (SP2TP) ( Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya ( Dinas Kesehatan Provinsi (Seksi Pengelola Data / Ladata). 

· Data dari Rumah Sakit (SP2RS) ( Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya ( Tembusan ke seksi Yankeslih Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

· Pengiriman kedua data tersebut ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan Disket.
· Data dari masing-masing seksi ( Subdin Pemasaran Sosial dan Informasi Kesehatan/PSIK (Seksi Ladata) ( Bank Data ( Buku Infokes Triwulan
Berbasis web :

Data hasil kegiatan Puskesmas dientri dalam software Sistem Informasi Kesehatan Integrasi (SIKI) ( dikirim melalui internet ( Web Dinas Kesehatan DKI Jakarta

	II.
	Muatan Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· P2M (Surveilans Terpadu, PWS, EWORS, CTN)

· Gizi (SKPG)

· PKPL (Sim-Kesling)

· Farmasi (LP/LPO)

· Kepegawaian (SIMKA, SIMPEG)

· SDK (SIPTK, SINAKES)

· Litbang (Lap. Studi/ Peneliti)
· Yankes (SPRS, SIMPUS, SIM-PKD)

· Evapor (SIMBANGDA, LPJ Gub, LAKIP)
	· Data surveilans

· Data Gizi
Berbasis web :

Data Surveilans

	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Profil Kesehatan

· SPM

· Data Infrastruktur

· Media Infokes

· Jateng Online

· GIS

· Data PKPS BBM/JPKMM
	· Data Kegiatan RS (SP2RS)

· Data kegiatan Puskesmas (SP2TP)

· Data kegiatan program

· Data Profil Kesehatan 

Berbasis web :

Data Kegiatan Rawat Jalan Puskesmas melalui Sistem Informasi Kesehatan Integrasi.

Data-data yang diperoleh secara manual berupa blangko dan disket (Profil, SP2TP, SP2RS) diproses oleh Tim sekretariat -( Data disimpan dalam Bank Data ( disusun menjad Buku Infokes, Buku Profil Kesehatan dan Buku Saku.
Baik data SIKI maupun data surveilans ( didownload oleh petugas seksi Ladata dan surveilans.

	III.
	Teknologi yang dipakai

	
	1. Jenis Data/Informasi yang menggunakan Software Aplikasi

	
	a. Jenis datanya
	· SPM

· Profil Kesehatan

· Data Infrastruktur

· Media Infokes

· GIS

· E_SIPTK

· SIMPEG
	· SP2TP menggunakan software aplikasi data entry yang dibuat oleh Depkes 

· SIKI menggunakan software aplikasi yang dibuat oleh Dinkes DKI Jakarta.

	
	b. Basis teknologi software aplikasi
	· Aplikasi office: Access, Excell.

· PHP

· Adobe: PDF 

· GIS

· Coreldraw

· Dreamweaver 
	· SP2TP menggunakan Ms. Acces

· SIKI menggunakan Ms. Acces, Visual Basic

· Data base menggunakan Oracle

	
	2. Jaringan LAN/ Intranet
	· Dirintis sejak 2001.

· Jaringan berjalan baik dan stabil mulai 2003, menggunakan topologi bus.

· Jumlah server intranet: 1 buah.

· Jumlah client/user: 50 client

· Server menggunakan OS Windows XP

· Situs generator menggunakan PHP

· Database integrated menggunakan MySQL
	· Dirintis sejak 1996, diperbaharui tahun 2002.

· Menggunakan topologi Star.

· Pusat pengolaha data ada 7 server, Program surveilans ada 1 server dan Program Gadar ada 2 server.

· Di Pusat Pengolah Data ada 12 client/user, 7 subdin/bagian ada 2-8 client.

· Pusat pengolah data menggunakan program Linux.

· Client menggunakan Windows Server 2000.

· Web menggunakan PHP. 

	
	3. Jaringan Internet (Portal/Website)
	· Dirintis sejak 2003 dan berjalan dengan baik sejak akhir 2003, dengan alamat situs: www.health-lrc.or.id 

· Statis sejak 25 Agustus 2005. 

· Email: dinkes-jateng@yahoo.com 

· Alamat Kantor : Jl. Pierre Tendean No. 24 Semarang Telp. 024-3581962. Fax: 024-3517463

· Portal Dinkes terkoneksi dengan situs Pemda Jateng, dengan alamat: www.jawatengah.go.id 

· Seluruh Subdin/Bagian, Seksi/Subbag terkoneksi dengan intranet dan internet.

· Koneksi Internet menggunakan teknologi Wavelan ke ISP.

· Server menggunakan Linux Internet Gateway

· Portal/Website generator menggunakan PHP

· Database integrated menggunakan MySQL

· Kontak person : 

Indro Darmadji, SKM, M.Kes (Kasi Data & Informasi)

Mufti Agung W, S.Kom, MIT (Staf Seksi Data & Informasi).
	· Sudah menyusun Master Plan Sistem Informasi Kesehatan 2002-2012.

· Tahun 2002 mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi (SIKI).

· Alamat situs: www.dinkes-dki.go.id 

· Statis sejak 1 Juli 2005.

· Email: dinkes@dinkes-dki.go.id 

· Alamat kantor : Jl. Kesehatan No. 10 Jakarta Telp. 021-3853485 Fax. 021-3853485.

· Seluruh Subdin/Bagian, Seksi/Subbag terkoneksi dengan intranet dan internet.

· Portal menggunakan aplikasi PHP.

· Kontak person :

Dr. Muhammad Syafii (Kasie Pengelolaan Data)



	IV.
	Sumber Daya Manusia

	
	1. Software yang telah dibuat
	· Portal Intranet dan Internet dikerjakan swakelola

· SIMPEG, dengan Pihak Ketiga

· E_SIPTK, dengan Pihak Ketiga

· SIMKA dari Pusat

· SIMKESLING swakelola

· GIS dari Pusat
	· SIKI, oleh Pihak ke-III 

· Data Surveilansi, oleh pihak ke-III. 

· SIMPEG, dari Depdagri (tidak berjalan sebagaimana mestinya)



	
	2. Pengelolaan LAN/ Intranet
	· Th. 2003 dibuat SK Kadinkes untuk pengelola jaringan intranet dan internet

· Th. 2004 sempat terhenti alokasi dana tidak muncul.

· Th. 2005 mulai dirintis lagi.

· Masing-masing Subdin/Bagian ada 4 orang pengelola data dan 1 orang penanggung jawab Subdin/Bagian. 
	· Selama ini berjalan dengan baik meskipun belum sesuai dengan harapan (misal. Jumlah laporan SIKI  hanya beberapa Puskesmas saja).)

· Ada tim, dengan SK Kepala Dinas No. 2661/2005 tanggal 19 April 2005.
· Masing-masing seksi ada pengelola data dan penanggungjawab di masing-masing seksi. Sedangkan penanggungjawab jaringan LAN adalah Kepala Seksi Pengelolaan Data. 

	
	3. Pengelola Internet
	· Kondisi hampir sama dengan pengelolaan Intranet, bedanya pada pengelolaan Internet, upload data dilakukan oleh admin Portal.

· Pengelolaan muatan data Portal dilakukan admin, dibantu Tim Infokes.
	· Pengelolaan muatan data dilakukan oleh Tim Sekretariat Jaringan SIK Integrasi Dinkes Propinsi DKI Jakarta. 

	V.
	Operasional dan Pemeliharaan

	
	1. Software/Hardware
	· Maintenance software menjadi tanggung jawab programmer Subdin/Bagian masing-masing.

· Maintenance hardware melalui pihak ketiga.
	· Apabila ada kerusakan yang melakukan perbaikan adalah Staf Seksi Ladata. 

· Bila kerusakan bersifat berat, baru melalui pihak ke-III. 



	
	2. LAN/Intranet
	· Maintenance intranet ditangani sendiri secara swakelola.
	· Apabila ada kerusakan yang melakukan perbaikan adalah Staf Seksi Ladata. 

· Bila kerusakan bersifat berat, baru melalui pihak ke-III. 

	
	3. Internet 
	· Maintenance jaringan internet diserahkan kepada Pihak Ketiga, sedangkan maintenance/update muatan data ditangani sendiri secara swakelola.
	· Apabila ada kerusakan yang melakukan perbaikan adalah Staf Seksi Ladata. 

· Bila kerusakan berat, baru pihak ke-III. 



	VI.
	Penganggaran

	
	1. Jumlah anggaran SIK
	· Anggaran SIK diperoleh dari dana APBN-2005 sebesar Rp.744,090 juta untuk Pengembangan SIKDA, profil, SPM, Lapkesda, Pultasus. 

· APBD-2005 sebesar Rp.626 juta untuk Pengembangan SIKDA, MPU, Sewa provider, SPM. 

· Besar dana sangat bervariatif dari tahun ke tahun tergantung pada prioritas masalah.
	· Anggaran Pengembangan SIK Integrasi dibiayai dari dana APBD untuk belanja modal (infrastruktur) dan biaya operasional (termasuk pelatihan dan honor tim).



	
	2. Dana maintenance Intranet/Internet
	· Dana maintenance masuk dalam anggaran rutin APBN Propinsi Jawa Tengah.
	 Besar dana yang dialokasi untuk operasional danmaintenance sebesar 8 juta perbulan untuk leased line.


	
	3. Honor pengelola SIK
	· Tahun 2003 dan 2005 masuk anggaran APBN
	· Tahun 2005 masuk dalam dana APBD. 

	VII.
	Regulasi

	
	1. Perda/SK Gubernur tentang SIKDA
	· Belum
	· Belum 

	
	2. Perda / SK Gubernur tentang SPM
	· SK Gubernur Nomor 71 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah
	

	
	3. Perda / SK Gubernur tentang SKP
	Belum
	

	
	4. Grand design SIKDA
	Belum
	Sudah ada 

	
	5. Hal-hal yang bisa dibuat kerjasama antar Propinsi MPU dengan Propinsi Jawa Tengah
	· Penyebarluasan infokes/infoMPU via website
· Penyebarluasan infokes/infoMPU via Majalah INFOKES

· Tukar-menukar data / info

· Peningkatan SDM
	

	VII.
	Hambatan dan Tantangan
	· Alokasi dana pengembangan SIK terbatas, seringkali tergeser untuk prioritas program lainnya.

· Apresiasi terhadap data, pada umumnya belum merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting.

· Pemanfaatan data/informasi masih kurang optimal.

· Tugas rangkap
· Meningkatkan kemampuan SDM dalam manajemen data/informasi.

· Menumbuhkembangkan penggunaan informasi sebagai ”evidence based” untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.
	· Kurangnya ketaatan sumber data (Puskesmas) dalam hal entry data dan mengirimkannya ke Dinkes Propinsi. 


	NO
	KEGIATAN/ JENIS DATA
	LAMPUNG
	BANTEN

	I.
	Mekanisme Aliran Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· Mekanisme alur data dilakukan secara manual, dari programer Puskesmas( programer Kab/Kota-( programer Prop tanpa validasi
	· Mekanisme alur data dilakukan secara manual, dari programer Puskesmas( programer Kab/Kota-( programer Prop tanpa validasi

	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Mekanisme alur data dilakukan secara manual, dari programer Puskesmas-( Pusat data Kab/Kota-( Pusat data Prop divalidasi dgn LP/LS terkait-( Pusdatin divalidasi dgn LP terkait.
	· Mekanisme alur data dilakukan secara manual, dari programer Puskesmas-( Pusat data Kab/Kota-( Pusat data Prop divalidasi dgn LP/LS terkait-( Pusdatin divalidasi dgn LP terkait.

	
	
	
	

	II.
	Muatan Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· Semua program/proyek yg ada

· Yankes (SP2TP)
	· Semua program/proyek yg ada



	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Profil Kesehatan

· Laporan Indikator Kesehatan Dini
	· Profil Kesehatan

· Data SPM



	III.
	Teknologi yang dipakai

	
	1. Jenis Data/Informasi yang menggunakan Software Aplikasi

	
	a. Jenis datanya
	· SP2TP

· Profil Kesehatan
	· SIMKA, SIPTK, SIMPUS



	
	b. Basis teknologi software aplikasi
	· Dari Pusdatin/Pusat.

 
	· Dari Pusat/Pusdatin.



	
	2. Jaringan LAN/ Intranet
	· Ada (statis)

Sedangkan computer client ditempatkan di masing-masing  subdin. 
	· Pernah ada 

	
	3. Jaringan Internet (Portal/Website)
	· Ada (statis sejak Pebruari 2005), dengan alamat: www.dinkeslampung.go.id
· Statis sejak 7 Pebruari 2005

· Alamat Kantor : Jl. Susilo Pahoman Bandar Lampung

· Kontal Person : Nur Baati, SKM (Kasubbag Perencanaan Tilp.0721.269310).


	· Pernah ada, dengan alamat : www.dinkesbanten.go.id
· Statis sejak Desember 2004.

· Alamat Kantor : Jl. Abdul Fatah Hasan 68 Ciceri,  Serang, Banten

· Kontak Person : Dwi Yhudho Siswanto (Kasie Data & Informasi HP: 085691186818, Email : yhudho@yahoo.com)

	IV.
	Sumber Daya Manusia

	
	1. Software yang telah dibuat
	· SP2TP


	· SIMKA, SIPTK, SIMPUS. 

	
	2. Pengelolaan LAN/ Intranet
	· Ada, 5 orang (1 orang dari tiap subdin/bag TU).
	· Tidak ada 

	
	3. Pengelola Internet
	· Pihak ke-III

· Dalam pengelolaan SIK yang lebih baik diperlukan tambahan tenaga S1-komputer, S1-Bio Stat, S1-Epid, S1-Infokes
	· Tidak ada 

	V.
	Operasional dan Pemeliharaan

	
	1. Software/Hardware
	· Belum 
	· Tidak ada 

	
	2. LAN/Intranet
	· Dilakukan sendiri
	· Tidak ada 

	
	3. Internet 
	· Oleh Pihak ke-III 
	· Tidak ada 

	VI.
	Penganggaran

	
	1. Jumlah anggaran SIK
	Tahun 2005 anggaran untuk pengem-bangan SIK hanya diperoleh dari APBD sekitar 150,447 juta, dengan rincian kegiatan :

1) Biaya umum dan penggandaan buku.

2) Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2004.

3) O & P Jaringan LAN dan Sewa Hosting Internet.

4) Penyusunan Indikator Dini Kesehatan.

Selain itu juga terdapat kegiatan dengan sumber dana dari PHP I, sekitar Rp.855,3415 juta.

Rincian kegiatan :

1) Pendidikan dan Pelatihan Tehnis SIK

2) Pengembangan Desain Komputer

3) Pengembangan SIM

4) Penyusunan Program SIK

5) Bantuan Beasiswa (Programmer Komputer)

6) Evaluasi
	· Alokasi APBD untuk Tahun 2005 sebesar Rp.218 juta untuk penyusunan Profil Kesehatan, Pemutakhiran Data (Profil & SPM), dan pelatihan SIMPUS.

· Alokasi dana APBN sebesar Rp.67 juta, untuk kegiatan Pengembangan Kebijakan SIK dan Penyusunan Data SIK

	
	2. Dana maintenance Intranet/Internet
	· Ada, Rp.5 juta per tahun 


	· Tidak ada 

	
	3. Honor pengelola SIK
	· Tidak ada 


	· Tidak ada 

	VII.
	Regulasi

	
	- Perda/ SK Gub ttg SIKDA
	· Belum ada 
	· Belum ada 

	
	- Perda/ SK Gub ttg SPM
	· Belum ada 
	· Belum ada 

	
	- Perda/ SK Gub ttg SKP
	· Belum ada 
	· Belum ada 

	
	- Grand Design SIKDA
	· Belum ada 
	· Belum ada 

	VIII.
	Hambatan dan Tantangan
	· SOTK kurang menunjang, sehingga SDM juga terbatas(2 orang). Pengelola data & informasi berada dibawah Subbag Perencanaan. Staf perencanaan seluruhnya 10 orang.

·  Apresiasi terhadap data, pada umumnya belum merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting.

· Pemanfaatan data/informasi masih kurang optimal.

· Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam manajemen data/informasi, diperlukan tambahan tenaga S1-komputer, S1-Epid, S1-Biostat, S1-Infokes.


	·  Keterbatasan tenaga pengelola dan pendanaan (Staf Sie Data dan Info hanya 2 orang)

· Saat ini kegiatan dinas dilakukan di rumah kontrakan, karena kantor sedang dibangun, sehingga infra struktur SIK yg telah ada tak berfungsi

· Apresiasi terhadap data pada umumnya masih kurang

· Pemanfaatan data dan info masih kurang optimal

· Jika kantor yang baru sudah difungsikan, diharapkan akan ada pengadaan infrastruktur dan penambahan tenaga pengelola SIK.


	NO
	KEGIATAN/ JENIS DATA
	BALI
	NTB

	I.
	Mekanisme Aliran Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· Data dari program secara manual, surat menyurat, telpon dan kurir.

.
	

	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Mekanisme alur data dari Puskesmas/Linsek terkait ( Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ( Dinkes Propinsi, dilakukan secara manual, surat menyurat, telpon, faximili dan kurir.

· Sedangkan alur data dari RS dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinkes Propinsi dengan media sama. 

· Data dari program bila ada yang tidak tercakup ke dalam data Profil, SPM, Laporan Bali Sehat dan Data Sarana, dilakukan secara manual dengan disket atau hardcopy.
	· Mekanisme alur data dilakukan secara manual, surat menyurat, telpon, faximili dan kurir.

	
	
	
	

	II.
	Muatan Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· Kepegawaian (SIMKA)

· Yankes (SP2TP)
	· 

	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Profil Kesehatan

· Laporan Bali Sehat

· Data Sarana Kesehatan

· Data SPM
	· Profil Kesehatan



	III.
	Teknologi yang dipakai

	
	1. Jenis Data/Informasi yang menggunakan Software Aplikasi

	
	a. Jenis datanya
	· Profil Kesehatan

· Data Sarana Kesehatan

· Data SPM
	· Profil Kesehatan



	
	b. Basis teknologi software aplikasi
	· Aplikasi office: Excell.

 
	· Aplikasi office: Excell.



	
	2. Jaringan LAN/ Intranet
	· Belum

· Direncanakan tahun 2005 sudah terealisir. Saat ini tahapan baru pada penyusunan anggaran untuk pem-buatan jaringan LAN, rencana penun-jukkan pihak ketiga yaitu Universitas Udayana, tersedianya ruangan penge-lolaan data seluas  +  8 x 3 meter serta rencana nama website yatu dinkesbali.com dan alamat email : dinkes@bali.go.id.

· Situs pemda : www.pemdabali.go.id
· Sedangkan computer client ditempatkan di masing-masing seksi dan subag. 

· Kontak person : I Made Rukta (Kasie pengumpulan dan Pengolahan Data)

Telp. Kantor : 0361 222 412

	· Belum 



	
	3. Jaringan Internet (Portal/Website)
	· Belum


	· Belum

· Sudah dianggarkan, tapi masih bintang.

	IV.
	Sumber Daya Manusia

	
	1. Software yang telah dibuat
	· SIMKA
	· Belum 

	
	2. Pengelolaan LAN/Intranet
	· Belum
	· Belum 

	
	3. Pengelola Internet
	· Belum
	· Belum 

	V.
	Operasional dan Pemeliharaan

	
	1. Software/Hardware
	· Belum 
	· Belum 

	
	2. LAN/Intranet
	· Belum
	· Belum 

	
	3. Internet 
	· Belum 
	· Belum 

	VI.
	Penganggaran

	
	1. Jumlah anggaran SIK
	Tahun 2005 anggaran untuk pengem-bangan SIK hanya diperoleh dari APBD sekitar 80 juta, dengan rincian kegiatan :

1) Program Pengembangan IPTEK.

2) Keluaran : Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan.

3) Program Penyempurnaan dan Pengembangan Staitistik.

4) Keluaran : Tersusunnya Profil Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahun 2006 mengusulkan kegiatan dengan sumber dana dari APBN dan APBD, sekitar 300 juta.

Rincian kegiatan :

1) Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik.

2) Kegiatan berupa pengembangan dan pengelolaan pusat data pembangunan.

3) Pengembangan IPTEK.
	· Alokasi APBN masih sangat terbatas.

	
	2. Dana maintenance Intranet/Internet
	· Belum 
	· Belum 

	
	3. Honor pengelola SIK
	· Belum 
	· Belum 

	VII.
	Regulasi

	
	1. Perda/SK Gubernur tentang SIKDA
	· Belum ada
	· Belum ada

	
	2. Perda / SK Gubernur tentang SPM
	· Belum ada
	· Belum ada

	
	3. Perda / SK Gubernur tentang SKP
	· Belum ada
	· Belum ada

	
	4. Grand desain SIKDA
	· Belum ada
	· Belum ada

	
	5. Hal-hal yang bisa dibuat kerjasama    

antar Propinsi MPU dengan Propinsi Jawa Tengah
	· Copy file Profil Kesehatan dan SPM Propinsi Bali dan upload di website Dinkes Prop. Jateng. 
	· Belum ada

	VII.
	Hambatan dan Tantangan
	· Alokasi dana pengembangan SIK terbatas.

· Apresiasi terhadap data, pada umumnya belum merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting.

· Meningkatkan kemampuan SDM dalam manajemen data/informasi.


	· Alokasi dana pengembangan SIK sangat terbatas.

· SDM pengelola data/informasi sangat kurang.

· Jaringan intranet dan internet belum ada.

· Perlu segera dialokasikan dana untuk penyusunan jaringan infrastruktur LAN/Intranet dan internet.

· Kemampuan SDM perlu ditingkatkan dengan pelatihan/ on the job training.


	NO
	KEGIATAN/ JENIS DATA
	JABAR
	JATIM

	I.
	Mekanisme Aliran Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· Mekanisme aliran data dari program dalam rangka pengisian website, pengisian dan updating data oleh program-program dilakukan setiap bulan sesuai dengan fokus kegiatan, disamping kegiatan yang bersifat situasional.

· Dilakukan secara manual, surat menyurat, telpon, faximili, kurir dan internet (email).
	· Data dari programmer Kabupaten/ Kota ke Programmer di Dinkes Propinsi melalui disket, surat menyurat, telepon, faximili dan FTP Website.

	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Laporan Puskesmas & Rumah Sakit dari Kabupaten/Kota diolah oleh Subdin Bina Program dan setiap 3 bulan sekali data tersebut diberikan pada program. Selanjutnya Program/

Subdin/Bagian lain akan memberikan data yang tidak terdapat dalam laporan SP3 maupun SP2RS ke Subdin Bina Program. Subdin Bina Program mengolah data tersebut menjadi informasi dan mengisikan ke dalam website Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat. 

Sedangkan data dari Lintas sektor terkait/Poltekkes, mekanisme sama dengan diatas disamping menggu-nakan media email.
Dilakukan secara manual, surat menyurat, telpon, faximili, kurir dan elektronis (LAN, Internet: email, website/portal).
	· Laporan dari program dikirim mellaui LAN dari masing-masing program dan diolah oleh Bagian Evaluasi dan Pengolahan Data.

· Data SPM Kabupaten/Kota dilakukan secara Online melalui FTP, file berupa data Excell dari Kabupaten/Kota ke Website Dinkes Jatim.

· Data dari Lintas Sektor, mekanisme dilakukan secara manual, kurir, telepon, faximili, dll.

	II.
	Muatan Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	
	

	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	Seksi Data dan Informasi Kesehatan melakukan entry semua data yang masuk ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat sehingga muatan data yang dikelola adalah :

· Profil Kesehatan Propinsi Jawa Barat.

· Laporan SP3 yang disempurnakan dari Puskesmas.

· Laporan Sistem Surveilans Terpadu (SST).

· Laporan W1 dan W2.

· Laporan SP2RS dari Rumah Sakit.

· Laporan LPLPO dari Gudang Farmasi.
	· Seksi Evaluasi dan Pengolahan data mengolah semua data yang masuk ke Dinas Kesehatan Propinsi Jatim, meliputi: Profil Kesehatan Propinsi Jatim, Data SPM Kabupaten/Kota dan laporan lainnya.

	III.
	Teknologi yang dipakai

	
	1. Jenis Data/Informasi yang menggunakan Software Aplikasi

	
	a. Jenis datanya
	· SPM

· Profil Kesehatan

· GIS

· SP3 

· Lap.Sistem Surveilans Terpadu (SST).

· Laporan W1 dan W2.

· Laporan SP2RS dari Rumah Sakit.

· Laporan LPLPO dari Gudang Farmasi.
	· SPM



	
	b. Basis teknologi software aplikasi
	· Aplikasi office: Access, Excell.

· GIS 
	· Aplikasi Office: Access, Excell.

· 

	
	2. Jaringan LAN/ Intranet
	· Dirintis sejak 2002.

· Jaringan berjalan baik dan stabil.

· Jumlah server intranet: 1 buah.

· Jumlah client/user: 26 client

· Server menggunakan Sistem Operasi Microsoft Windows 2000
	· Sudah ada LAN sejak tahun 1997 dan dapat berfungsi dengan baik.

· Menggunakan topologi Star.

· Jumlah server intranet: 1 buah.

· Jumlah client/user: 114 client

· Server client menggunakan Novell 4 dan Linux.

	
	3. Jaringan Internet (Portal/Website)
	· Alamat situs: www.dinkesjabar.go.id 

· Email: dikjabar@bdg.centrin.net.id
                  dikjabar@dinkesjabar.go.id
· Website sulit / tidak bisa diakses.
	· Dirintis mulai tahun 2004, dengan alamat situs: www.dinkesjatim.go.id 

· Statis sejak 18 Agustus 2005.

· Email: info@dinkesjatim.go.id
· Alamat kantor : Jl. A. Yani Surabaya

	
	
	· Alamat kantor : Jl. Pasteur No. 25 Bandung. Telp. 022-4266491. Fax: 022-4266616

· Seluruh Subdin/Bagian, Seksi/Subbag terkoneksi dengan intranet dan internet.

· Kontak person : 

Drg. Yus Suhita, M.Kes (Staf Seksi Data & Informasi Kesehatan)
	· Portal Dinkes terkoneksi dengan situs Pemda Jateng. 

· Seluruh Subdin/Bagian, Seksi/Subbag terkoneksi dengan internet.

· Portal/Website menggunakan PHP

· Jumlah server internet yang dimiliki adalah 3 buah (FTP server, Webmail server dan website server)

· Jenis dan spesifikasi internet adalah DL 380 G3 dan pentium IV.

· Kontak person : Agung Nugroho, SKM (Staf Pengump.Data & Inform.).

	IV.
	Sumber Daya Manusia

	
	1. Software yang telah dibuat
	· Profil Kesehatan (dalam proses)

· SP3 yang disempurnakan.
	· GIS (sedang dibangun) oleh pihak ke-III

	
	2. Pengelolaan LAN/ Intranet
	Ada susunan Petugas Penanggungjawab Pengelola LAN dengan susunan sbg berikut :
	· Ada Tim LAN, terdiri dari Admin, Teknisi Hasil, Teknisi Software dan Teknisi Hardware.

	
	
	Penanggungjawab
: Kepala Sub Dinas Bina                           Program

Koordinator

: Kepala Seksi Data dan        

Informasi Kesehatan

Pelaksana harian/Admin LAN: 

Staf Seksi data & Informasi Kesehatan.

User (unit kerja yang terpasang workstation)
:

· Ruang Kepala Dinas


· Ruang WakilKepala Dinas

· Ruang Kepala Bagian Tata Usaha

· Ruang Subdin Pengawasan

· Ruang Subdin Sumber Daya Kesehatan

· Ruang Sub Bag Kepeg. 

· Ruang Sub Bag Umum

· Ruang Seksi Penyusunan Program
	· Masing-masing seksi ada pengelola data dan 1 orang penanggung jawab Subdin/Bagian. 

· Penanggungjawab jaringan LAN : Seksi Puldatin sebagai admin.

	
	
	· Ruang Seksi Evaluasi dan Pelaporan

· Ruang Seksi Data & Informasi Kesehatan
· Ruang  Institusi Kesehatan
	

	
	3. Pengelola Internet
	Pengelolaan website ada Tim Website Dinas Kesehatan Jawa Barat :

Koordinator
: Sub Dinas Bina Program

Sekretaris
: Sub Dinas Sumber Daya  Kesehatan

Admin

: Seksi Data dan Informasi Kesehatan

Anggota
: 

· Seksi Data dan Informasi Kesehatan

· Sub Dinas Pelayanan Kesehatan
· Sub Dinas Penyehatan Lingkungan

· Bagian Tata Usaha
	· Ada Tim Pengelola Internet.

· Penanggungjawab website : Seksi Puldatin, sekaligus sebagai admin.

· Ada 32 orang dari seksi-seksi yang mengelola contents website.

· SDM yang ada dianggap belum memadai karena belum ada tenaga data kolektor dan info kolektor.

	V.
	Operasional dan Pemeliharaan

	
	1. Software/Hardware
	· Maintenance hardware melalui pihak ketiga.


	· Bila ada kerusakan/ gangguan, dikerjakan oleh Dinkes Prop. 

	
	2. LAN/Intranet
	· Maintenance intranet melalui pihak ketiga.


	· Maintenance dilakukan melalui Pihak Ketiga

	
	3. Internet 
	· Maintenance jaringan internet diserahkan kepada Pihak Ketiga. 
	· Maintenance dilakukan melalui Pihak Ketiga dan swakelola

	VI.
	Penganggaran

	
	1. Jumlah anggaran SIK
	
	· 

	
	2. Dana maintenance Intranet/Internet
	
	· 

	
	3. Honor pengelola SIK
	· Tidak ada honor pengelola


	· 

	VII.
	Regulasi

	
	1. Perda/SK Gubernur tentang SIKDA
	· Belum ada
	· 

	
	2. Perda / SK Gubernur tentang SPM
	· Sudah ada
	· 

	
	3. Perda / SK Gubernur tentang SKP
	· Belum ada
	· 

	
	4. Grand desain SIKDA
	· Belum ada
	· 

	
	5. Hal-hal yang bisa dibuat kerjasama    antar Propinsi MPU dengan  Propinsi Jawa Tengah
	
	· 

	VIII.
	Hambatan dan Tantangan
	· Dinas Kesehatan terpisah menjadi 2 gedung dimana antara keduanya ada sebuah gedung tinggi, meskipun masing-masing sudah mempunyai server.  

· Pindahnya tenaga SDM yang ahli dalam bidang Teknologi Informasi. 

· Berkurangnya tenaga entry data. 

· Banyaknya tugas-tugas diluar tupoksi.


	· Apresiasi terhadap data, pada umumnya belum merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting.

· Pemanfaatan data/informasi masih kurang optimal.

· Kurangnya sosialisasi tentang SIK. 


	NO
	KEGIATAN/ JENIS DATA
	D.I. YOGYAKARTA

	I.
	Mekanisme Aliran Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· Mekanisme alur data dilakukan secara manual, yaitu dari program di Puskesmas ke programmer di Dinkes Kab/Kota kemudian dikirim ke Dinkes Propinsi.


	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Mekanisme alur data dilakukan secara manual yaitu data-data dari Puskesmas dikirim ke Dinkes Kab/Kota kemudian diolah sesuai permintaan/kesepakatan dikirimkan ke Dinkes propinsi (misal. Profil Kesehatan).

	
	
	

	II.
	Muatan Data/Informasi

	
	1.
Melalui Program/ Proyek
	· Data Program (P2M, Kesga, Gizi, RS, dsb)



	
	2.
Melalui Pusat Data/Terintegrasi
	· Data SIMPUS, Data Program, Yankes pemerintah dan swasta, semua dalam bentuk SPM.

· Profil Kesehatan

	III.
	Teknologi yang dipakai

	
	Jenis Data/Informasi yang menggunakan Software Aplikasi

	
	a. Jenis datanya
	· SIMPUS di sebagian Puskesmas

· SIRS di seluruh RSUD

· S.I. Surveilans di Puskesmas dan RSUD.

	
	b. Basis teknologi software aplikasi
	SIMPUS yang digunakan masing-masing Puskesmas beragam

RSUD Wates dan Kota berbasis web.

	
	2. Jaringan LAN/ Intranet
	· Dirintis sejak 2002.

· Jaringan berjalan dengan cukup baik.

· Jumlah server intranet: 1 buah.

· Jumlah client/user: 32 client

	
	3. Jaringan Internet (Portal/Website)
	· Dirintis sejak 2004 dan berfungsi cukup baik, dengan alamat situs: www.kesehatandiy.go.id. Statis sejak 26 Januari 2005.

· Alamat kantor : Jl. Tompeyan, Yogyakarta Telp. 0274-521 127

· Portal Dinkes terkoneksi dengan situs Pemda D.I. Yogyakarta, dengan alamat: www.pemda-diy.go.id 

· Seluruh Subdin/Bagian, Seksi/Subbag terkoneksi dengan intranet dan internet.

· Kontak person : Drh. Berty Murtinigsih (Kasie Data & Teknologi Informasi).

	IV.
	Sumber Daya Manusia

	
	1. Software yang telah dibuat
	SIMPUS, SIMRS dan Program, dibuat integrated, dengan pihak ke-III

	
	2. Pengelolaan LAN/Intranet
	· Ada Tim Pengelola LAN, dengan SK Kadinkes.

· Masing-masing Bidang/Bagian ada 2 orang pengelola data dan 1 orang koordinator yaitu Kabid. Bina Program.

· Tiap-tiap bidang ada penanggungjawabnya.

· Update data dilaksanakan tiap bulan melalui pertemuan pengelola.

	
	3. Pengelola Internet
	· Belum ada Tim pengelola.

· Tanggungjawab kelangsungan hidup website : Seksi Data & Teknologi Informasi (2 orang, tetapi belum maksimal).

· Sebagai admin, dikontrakkan ke pihak ke-III.

· Belum ada laporan dari kab/kota yang menggunakan website.

	V.
	Operasional dan Pemeliharaan

	
	1. Software/Hardware
	· Maintenance software dan hardware melalui pihak ke-III. 

	
	2. LAN/Intranet
	· Maintenance intranet oleh pihak ke-III. 

	
	3. Internet 
	· Maintenance jaringan internet diserahkan kepada Pihak Ketiga.

	VI.
	Penganggaran

	
	1. Jumlah anggaran SIK
	· Anggaran SIK : 

APBN 2005 = sekitar 100.000.000,-

APBD 2005 = 12 bln x Rp. 740.000,- (untuk bayar langganan JMN).

BLN 2005    = sekitar 1 M  (untuk konsultan SIK Terpadu)

Alokasi tersebut untuk :

1. Pertemuan pengembangan SIK.

2. Honor pengelola

3. Biaya langganan JMN

4. Konsultan dan alat (BLN, PHP I)

	
	2. Dana maintenance Intranet/Internet
	· Dana maintenance tiap bulan Rp. 740.000,- (untuk pihak ke-III).



	
	3. Honor pengelola SIK
	· Belum

	VII.
	Regulasi

	
	1. Perda/SK Gubernur tentang SIKDA
	· Belum ada

	
	2. Perda / SK Gubernur tentang SPM
	· Sudah 

	
	3. Perda / SK Gubernur tentang SKP
	· Belum ada

	
	4. Grand desain SIKDA
	· Sudah

	
	5. Hal-hal yang bisa dibuat kerjasama    antar Propinsi MPU dengan  Prop. Jawa Tengah
	Tukar-menukar informasi melalui internet dan email.

	VII.
	Hambatan dan Tantangan
	· Kurangnya ketrampilan pengelola, kurangnya motivasi dan pengelolaan organisasi.




2. Pertemuan MPU Bidang Kesehatan

Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Graha Santika Jl. Pandanaran Semarang pada tanggal 24-27 Agustus 2005, dengan materi pokok mengenai Sistim Informasi Kesehatan (SIK) MPU dan Sistem Terpadu Peredaran Garam Yodium  
Peserta pertemuan sebanyak 50 orang terdiri dari :

Peserta luar Propinsi Jawa Tengah masing-masing 3 peserta terdiri dari Propinsi  Jawa Barat, DKI  Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat yaitu: 2 orang dari Dinas Kesehatan Propinsi (Kepala Dinas dan 1 orang Ka.Subdin/Ka. Bagian terkait), dan 1 orang pejabat pemerintah propinsi ( Biro Kesra)
Peserta dari dalam Propinsi Jawa Tengah sebanyak 30 orang yang terdiri dari :

· 1 orang dari Bappeda Propinsi (Sosbud)

· 1 orang dari Biro Kesra Setda Propinsi

· 1 orang dari Biro Pemerintahan Setda Propinsi 

· 1 orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi

· 1 orang dari KPDE (Kantor Pengelola Data Elektronik)

· 1 orang dari DKK Kebumen

· 24 orang dari Dinas Kesehatan Propinsi, dengan perincian :

· 1 orang Ka. Dinkes Propinsi

· 1 orang Wa Ka DInkes

· 2 orang dari Subdin P2P (Ka. Subdin dan Ka. Sie KLB)

· 2 orang dari Subdin PKPL (Ka. Subdin dan Seksi Promkes)

· 4 orang dari Subdin UK (Ka. Subdin, Ka. Sie Gizi dan 2 staf dari Seksi Gizi)

· 9 orang dari Subdin Perencanaan (Ka. Subdin, 4 Ka. Sie, dan 4 staf Sie MI)

· 5 orang panitia penyelenggara

Narasumber dari Departemen Kesehatan RI 2 orang, yaitu :1 orang dari Pusat Data Informasi, dan1 orang dari Direktorat Gizi

Secara singkat materi dalam pertemuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Jawa Tengah

Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) merupakan masalah gizi yg sangat serius krn berdampak thd kelangsungan hidup & kualitas SDM (3 aspek: kecerdasan, perkembangan sosial, dan ekonomi)

Banyak faktor yg mempengaruhi GAKY, salah satunya adalah rendahnya konsumsi garam yodium.
Permasalahan yang ada pada peredaran garam beryodium ada 4, yaitu :

· Pemasalahan di Konsumen

· Permasalahan di Petani Garam

· Permasalahan di Perusahaan

· Permasalahan Regulador

Kebijakan dalam rangka Penanggulangan GAKY
· Peningkatan Status gizi masyarakat ;

· Peningkatan cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam ;

· Peningkatan kualitas produksi garam beryodium;

· Penataan sistem produksi, distribusi dan pemasaran garam beryodium 
· Peningkatan pemantauan/pengawasan produksi dan peredaran garam 
· Peningkatan keterpaduan lintas sektor dan kepedulian stakeholders
2) Program Pencegahan dan Penanggulangan GAKY di Indonesia

· Jenis dan besaran masalah Gizi di Indonesia

· Dampak Gizi dan kesehatan terhadap kualitas manusia

· Cakupan Program

· Manfaat investasi intervensi Program Gizi

· Kecukupan Yodium yang dianjurkan WHO, UNICEF, dan ICCIDD

· TGR (Total Goiter Rate) anak sekolah 1980 – 2003

· Cakupan distribusi kapsul minyak Yodium

· Tujuan penanggulangan GAKY

· Kriteria Eliminiasi GAKY sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat

· Indikator Program tercapainya eliminasi GAKY

· Target yang harus dicapai pada tahun 2010

· Rencana Aksi Nasional Kesinambungan Program Penanggulangan GAKY

· Focus Strategi dan Upaya menurut Kategorisasi Wilayah
3) Pelaksanaan Sosialisasi Garam Yodium dalam Rangka Penanggulangan GAKY di Kota Cirebon

4) Display Profil SIK MPU

Merupakan gambaran profil sistem informasi kesehatan yang ada di 9 Propinsi MPU yang meliputi :

· Mekanisme aliran data/informasi

· Muatan data/informasi

· Teknologi yang dipakai

· Sumber daya manusia

· Operasional dan pemeliharaan

· Penganggaran

· Regulasi

· Hambatan dan tantangan

5) Peran Pusat dalam Pengembangan Kerja Sama SIK MPU
Sejalan dengan adanya perubahan :
· UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

· UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

· UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

Hal ini merupakan langkah strategis peran pusat terhadap perkembangan otonomi daerah

Adanya Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran peran yang cukup signifikan :

· Pengakuan Pemerintah Pusat terhadap kewenangan-kewenangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakannya dalam kerangka Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

· Pemerintah Pusat pada hakekatnya memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

Sehingga Pemerintah Daerah harus lebih tanggap terhadap kebutuhan kesehatan dari masyarakat yang berada di daerah masing-masing

Pembangunan Kesehatan merupakan Masalah Prioritas dalam 
Kabinet Indonesia Bersatu

Semakin Kompleks oleh karena adanya konteks perkembangan demokrasi, desentralisasi dan globalisasi

Pembangunan Kesehatan di Indonesia bertujuan : Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

Saat ini Departemen Kesehatan telah mengembangkan transfer data melalui SMS ke 9611 unutk laporan langsung. Laporan yang harus dilaporkan setiap bulan meliputi angka lematian bayi, ibu, dan gizi buruk.
6) Renstra (Grand Design) SIKDA DKI Jakarta

Program Prioritas Dinas Kesehatan DKI Jakarta  2006

· Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin.

· Pemberantasan penyakit menular : memerangi DBD, TBC, HIV AIDS dan Narkoba.

· Peningkatan gizi masyarakat

· Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat dan Bencana Kesehatan.

· Peningkatan mutu Pelayanan dan Penertiban Pelayanan Kesehatan.

· Peningkatan mutu SDM dan Penertiban SDM Kesehatan

· Sistem Informasi, Promosi dan Sosialisasi Program-program Kesehatan. 

Kebijakan Pengembangan SIK :

· SIK yang dibangun merupakan bagian dari sistem informasi PEMDA yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang terbaik bagi warga DKI Jakarta

· SIK yang dibangun mendukung pencapaian visi dan misi pelayanan kesehatan di DKI Jakarta.  

· Diperlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pimpinan di jajaran Dinas Kesehatan dalam membangun SIK yang efektif. 

· SIK dibangun secara bertahap, yaitu fase awal (2002-2006), penguatan infrastruktur.  Fase kedua (2007-2009), perluasan sistem meliputi pelayanan kesehatan sektor swasta, dan fase ketiga (2010-2012) perluasan sistem yang mandiri melibatkan masyarakat sebagai pengguna sistem informasi.

· SIK dikembangkan secara terintegrasi disetiap unit kerja dan disetiap level administrasi.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi di Puskesmas
· Dikembangkan Dari SP2TP (Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas).

· Bersifat Data Individual.

· Pengelolaan Data Berbasis Elektronik (TI). 

· Selama Ujicoba, Sistem Lama (SP2TP) Tetap Berjalan Seperti Biasa.

7) Perkembangan SIKDA Propinsi Jawa Timur

· Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Prop. Jatim tahun 1997 – 2003

· Perkembangan Sumber Daya Manusia pengelola SIK

· Pencatatatan dan Pelaporan

· Alur Sumber Data Program

· Jenis Laporan di Puskesmas

· Data dan Informasi :

· Alur Data dan Informasi

· Alur data di Puskesmas – Dinkes Kab/Kota

· Penataan Kebutuhan Data dan Informasi Program Kesehatan Jatim (Sejas 2003)

· Pengembangan Komunikasi Data

· LAN di Dinkes Propinsi Jatim

· Informasi SPM Bidkes Kab/Kota berbasis Web

· Alur Pelaporan PIN 2005-06-30 Strategi Pengembangan SIK

· Rencana Pengembangan SDM SIK

8) Perkembangan SIKDA di Kabupaten Kebumen

· Th 2001 awal pelaksanan otonomi daerah sebagai momentum yang tepat untuk mulai mengembangkan SIK

· Dialokasikannya dana ke daerah, aparat kesehatan di daerah harus berjuang mendapatkan porsi memadai bagi pembanguna kesehatan misal melakukan advokasi ke Kepala Daerah, DPRD, BAPPEDA & stakeholders lain. 

· SIK tidak dapat berjalan sendiri, tapi merupakan bagian fungsional Sistem Kesehatan yang komprehensif, yang memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, meliputi pelayanan kuratif, rehabilitatif, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.

· SIK menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan diberbagai tingkat Sistem Kesehatan
· Memberikan dukungan informasi kepada proses pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan dalam:
· Manajemen Pasien/Klien 

· Manajemen unit kesehatan

· Manajemen sistem kesehatan

· Langkah-langkah Pengembangan SIK di Dinas Kesehatan Kab. Kebumen (mengacu Kep Menkes RI No. 932 tahun 2002)
· Mengenali siapa manajer-manajer kesehatan (petugas kesehatan, pimpinan unit kesehatan, stakeholders)

· Telaah terhadap praktik-praktik manajemen (analisis fungsi-fungsi manajemen)
· Mengkaji informasi apa saja yang dibutuhkan oleh para manajer kesehatan agar mereka dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya dgn baik

· SP2TP

· Profil Kesehatan (IIS)

· SPM Bidang Kesehatan

· Infrastruktur

· Data melalui pencatatan & pelaporan rutin puskesmas & RS (facility based data), yg diatur dlm Petunjuk Teknis Sistem Pencatatan & Pelaporan Puskesmas serta Petunjuk Teknis Pelaporan RS

· Data melalui cara pengumpulan sewaktu-waktu, dari masy (community based data), mis sensus, survei-survei, diatur dlm Petunjuk Teknis Pengelolaan data Non-Rutin di Kab. Saat ini Kebumen sdg melaksanakan SURKESDA.

· Menjadi tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Dinkes, dg koordinasi fungsional dg LP, LS, DEST
· Di Puskesmas dikelola oleh Koord. Tepus dibantu petugas pengelola SP3
Adapun pada pertemuan MPU tersebut dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:
A. Sistem Informasi Kesehatan
1. Membuat Master Plan

Propinsi yang sudah mempunyai master plan SIK adalah :

· DKI Jakarta

· Jawa Timur

· Jawa Barat 

· Bali

Propinsi yang sudah mempunyai master plan agar mengirimkan master plannya masing-masing ke semua anggota MPU (dibawa pada saat pertemuan MPU di Jawa Timur tanggal 7-9 September 2005).

Propinsi yang belum mempunyai master plan yaitu : Jawa Tengah, Lampung, Banten, DIY, NTB harus sudah mempunyai master plan paling lambat akhir tahun 2006. 

2. Merujuk pada hasil kesepakatan MPU di Mataram bulan Desember 2004, bahwa pada bulan Juli 2005 semua Propinsi MPU sudah mempunyai Website. Untuk itu dua Propinsi yang belum mempunyai Website ( Bali dan NTB), pada akhir 2006 sudah terealisasi. 

3. Muatan Website :

a.   Muatan Website yang sama di 9 Propinsi : 

· Profil Kesehatan Propinsi 

· Indikator Kinerja SPM-BK Kabupaten/Kota

· Anggaran Pembangunan Kesehatan  Propinsi (APBN dan APBD)

b. Setiap Propinsi dapat memuat data spesifik Propinsi masing-masing.

4. Dalam upaya meningkatkan kualitas data dan informasi kesehatan di 9 Propinsi MPU, perlu dilaksanakan koordinasi, konsolidasi, dan evaluasi, dengan melibatkan stake holder instansi terkait. 
5. Dalam rangka peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan di 9 Propinsi MPU, Pusdatin Depkes mengupayakan dan memfasilitasi pengembangan SIK.
B. Sistem Terpadu Pemantauan Garam Yodium 
1. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran garam konsumsi beryodium, baik dalam wilayah propinsi maupun antar wilayah untuk meningkatkan mutu garam konsumsi beryodium sebagai tindak perlindungan kepada masyarakat

2. Melakukan cross notivikasi antar propinsi anggota MPU tentang hasil-hasil pengawasan dengan memanfaatkan SIK dengan memakai format yang sudah disepakati.

3. Melakukan koordinasi lintas wilayah (antar propinsi) dalam pelaksanaan tindakan atas pelanggaran dalam hal peredaran garam konsumsi non yodium. Masing-masing propinsi membentuk Tim yang bertanggungjawab dalam pengambilan tindakan tersebut agar koordinasi lebih mudah dilakukan. Tim beranggotakan :

a. Dinas Perindustrian dan perdagangan

b. Dinas Kesehatan

c. Balai Besar POM

d. Kepolisian/PPNS

2. Advokasi kepada Gubernur dan Legislatif untuk penerbitan Perda Propinsi tentang Peredaran Garam Beryodium

Hasil kesepakatan akan dilaporkan ke Gubernur Jawa tengah dan ditembuskan ke 8 Gubernur anggotan MPU lainnya dengan dilampiri Profil Sistem Informasi Kesehatan dari 9 Propinsi MPU. 
Pada pertemuan tersebut juga telah ditawarkan kepada 8 propinsi lainnya untuk menjadi koordinator SIK Propinsi MPU menggantikan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006, namun belum ada yang bersedia, kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya Propinsi yang ada di Jawa baru bersedia.

3. Kunjungan Pertemuan MPU

a. Pertemuan MPU Bidang Kesehatan di Jakarta

Pertemuan ini dilaksanakan pada Tanggal 1-4 Juni 2005 bertempat di Hotel Treva Internasional Jl. Menteng Raya 33 Jakarta Pusat, dengan materi : Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba/NAPZA. Adapun hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

· Bahwa masing-masing propinsi anggota MPU bersepakat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba/NAPZA di Propinsi MPU

· Dinas Kesehatan Propinsi adalah koordinator penyelenggara pelayanan kesehatan penanggulangan Narkoba/NAPZA di Tingkat Propinsi di daerah masing-masing

· Upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba/NAPZA antara lain :

· Koordinasi dengan sektor terkait, meliputi BNP, KPAD, Dinsos, Din P&K, Din Pariwisata, Depag, Dep Kehakimian, LSM terkait, RSUD, RSJ, dan RSKO sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

· Memantapkan Sistim Manajemen Informasi(SIM) MPU dengan menggunakan website yang mengacu pada perencanaan awal dan sesuai usulan 9 propinsi MPU dengan menunjuk Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah sebagai koordinator.

· Pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan dasar(Puskesmas) dan rujukan (RS) seperti penyuluhan, konseling, pelayanan medis dasar bagi pecandu, terapi substitusi, POI, detoksifikasi sederhana, rujukan medis`dan teknis, standarisasi mutu pelayanan kesehatan, membentuk jejaring dengan pihak kepolisian, rumah singgah dan LSM, Diklat, menyiapkan kelembagaan.

· Departemen Kesehatan perlu mengajukan Rancangan PP tentang Narkoba/NAPZA.

Adapun secara lebih rinci bisa dilihat pada Naskah Kesepakatan Bersama terlampir
b. Pertemuan MPU Bidang Kesehatan di Banten

Pertemuan dilaksanakan pada 28-30 Juli 2005 bertempat di Hotel Istana Nelayan Kota Tangerang Propinsi Banten, dengan mater : Penanganan Gawat Darurat, Bencana, dan Kejadian Luar Biasa di Wilayah Lintas Batas. Adapun hasil pertemuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

Maksud dan tujuan  perlunya disusun kesepakatan ini adalah :

1. Maksud dari kesepakatan bersama mengenai penanganan gawat darurat , bencana dan kejadian luar biasa (KLB) untuk menjalin semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam penanganan pada pra, saat dan pasca kejadian didaerah lintas batas.

2. Tujuannya adalah :

a. Meningkatnya penanganan dan pelayanan kesehatan pada peristiwa gawat darurat, bencana dan kejadian luar biasa (KLB) didaerah lintas batas.

b. Meningkatnya informasi, kerjasama dan koordinasi dalam penanganan gawat darurat, bencana dan kejadian luar biasa (KLB) didaerah lintas batas.

Prinsip penanganan gawat darurat, bencana dan kejadian luar biasa(KLB) di wilayah lintas batas

1. Dalam menangani masalah kesehatan didaerah lintas batas dilandasi semangat kebersamaan dan saling membantu.

2. Mekanisme kerjasama pelayanan kesehatan di daerah lintas batas bersifat langsung dan operasional, tidak dibatasi oleh batas–batas administratif dan melibatkan semua sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

3. Dikembangkan mekanisme informasi dan komunikasi di semua tingkatan administratif yang cepat dan efektif dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada.

4. Dikembangkan mekanisme cross notification dari setiap sarana pelayanan kesehatan yang menangani kasus gawat darurat, bencana dan kejadian luar biasa (KLB) didaerah lintas batas.

5. Dilaksanakan pertemuan berkala pada setiap tingkatan administratif pelayanan kesehatan.

6. Biaya kegiatan dibebankan pada masing – masing daerah.

Ruang lingkup dan wilayah penanganan

1. Ruang lingkup penanganan meliputi :

a. Penanganan pra, saat dan pasca kejadian gawat darurat, bencana dan kejadian luar biasa (KLB) didaerah lintas batas.

b. Pelayanan kesehatan pada saat dan pasca terjadinya kejadian gawat darurat, bencana dan kejadian luar biasa (KLB) didaerah lintas batas.

2. Ruang lingkup wilayah pelayanan meliputi :

a. Wilayah berbatasan  langsung

b. Wilayah yang tidak berbatasan langsung tetapi memiliki aksesibilitas tinggi.

Mekanisme prosedur penanganan gawat darurat, bencana dan KLB di wilayah lintas batas

a. Penanganan  gawat darurat dan bencana  di daerah lintas batas meliputi : 

· Setiap sarana pelayanan kesehatan didaerah perbatasan terbuka untuk memberikan pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat dan bencana.

· Rumah Sakit / Sarana kesehatan yang menerima rujukan melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat untuk upaya tindak lanjut.

· Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi yang berbatasan saling tukar – menukar informasi secara berkala.

· Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dapat meminta data dan informasi ke Rumah Sakit diluar wilayahnya dengan pemberitahuan secara lisan dan tertulis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota / Provinsi dimana rumah sakit tersebut berada.

· Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi yang berbatasan langsung dan yang memiliki aksesibilitas tinggi bekerjasama dalam penyusunan program ( Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi)

b. Penanganan kejadian luar biasa (KLB) meliputi :

· apabila Puskesmas menemukan  kejadian luar biasa (KLB) di wilayahnya.

· Wajib melaporkan secara lisan dan tertulis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

· Wajib menginformasikan kepada Puskesmas yang berbatasan di luar wilayahnya untuk ditindak lanjuti.

· Puskesmas yang berbatasan saling bekerjasama dalam hal tenaga, sarana dan prasarana kesehatan.

· Antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi daerah yang berbatasan langsung, segera saling tukar menukar informasi.

· Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan  yang menerima rujukan kasus wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi setempat dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dimana pasien berasal.

· Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dapat meminta data dan informasi ke Rumah Sakit diluar wilayahnya dengan pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota/Provinsi dimana Rumah Sakit tersebut berada.

· Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi yang berbatasan langsung dan yang memiliki aksesibilitas tinggi bekerjasama dalam penyusunan program (Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi)

Untuk melaksanakan kesepakatan bersama perlu langkah – langkah di tingkat Provinsi sebagai berikut :

a. Advokasi dan sosialisasi penanganan gawat darurat, bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) lintas batas Provinsi.

b. Menfasilitasi penyusunan juklak dan juknis mengenai penanganan gawat darurat,  pra, saat dan pasca bencana serta Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten/Kota  lintas batas Provinsi.

c.      Menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk penanganan gawat darurat,  pra, saat dan pasca bencana serta Kejadian Luar Biasa (KLB) meliputi pembiayaan, SDM, sarana dan prasarana.

d. Melaksanakan program bersama

e. Memantau/Monitoring perkembangan kejadian gawat darurat, bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) di lintas batas.

Biaya untuk pelaksanaan program kesepakatan bersama dimaksud dibebankan pada APBD masing – masing dan atau dari APBN serta sumber – sumber lainnya

LAIN –LAIN 

1. Hal – hal yang belum diatur dan disepakati dalam kesepakatan program kegiatan kerjasama lintas batas  ini  akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Kesepakatan segera ditindak lanjuti dengan Keputusan dan atau Perjanjian Kerjasama antar daerah.

3. Kesepakatan program kerjasama lintas batas  ini  berlaku sejak tanggal disepakati dan  apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan atau kekeliruan akan ditinjau ulang. 

Secara rinci hasil pertemuan ini dapat dilihat pada naskah kesepakatan terlampir.
c. Pertemuan MPU Gabungan di Bali

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juli 2005 bertempat di Sanur Paradise Hotel Denpasar Propinsi Bali, dengan materi : Rencana Kegiatan MPU Tahun 2006. Adapun hasilnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Pembahasan Gizi Buruk dan P2M (HIV AIDS, PMS) merupakan topik pembahasan/tanggungjawab Propinsi Jawa Barat, NTB dan Bali. Pelaksanaan pertemuan di Bali sekitar bulan Oktober 2006.

2) Pembahasan Narkoba, NAPZA dan Pariwisata merupakan tanggungjawab Lampung, Bali dan Yogyakarta. Pelaksanaan pertemuan di Lampung sekitar bulan Juli 2006.

3) Pembahasan SIK dan SI SDM Tenaga Kesehatan merupakan tanggungjawab Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pelaksanaan pertemuan di Jawa Timur sekitar bulan Mei 2006.

4) Pembahasan Kegawatdaruratan merupakan tanggungjawab Propinsi DKI Jakarta dan Banten. Pelaksanaan pertemuan di Jakarta sekitar bulan Maret 2006.

Yang dimaksud penanggungajawab adalah dalam hal penyiapan materi.

Hasil pembahasan rencana Program Kerjasama Antar Unit/Instansi MPU Tahun 2006 Bidang Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
d. Pertemuan Lintas Batas di Madiun

Pertemuan ini diselenggarakan di Hotel Merdeka Madiun Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 28-30 Juni 2005, dengan materi tentang penyusunan draft Naskah Kerjasama Lintas Batas Bidang Kesehatan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Propinsi Jawa Timur Adapun hasil pertemuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Bahwa dalam rangka kerja sama antara 2 (dua) pemerintah kabupaten atau lebih (bilateral atau multi lateral), maka perlu disusun naskah kesepakatan kerjasama(memorandum of understanding) yang ditandatangani oleh para bupati dari semua pihak yang bersepakat. 
2. Ada beberapa penjelasan yang terkait dengan naskah kesepakatan tersebut, antara lain :

a. Naskah kesepakatan kerjasama tersebut secara yuridis belum mempunyai kekuatan hukum, namun hanya mengikat secara moral bagi para pihak yang bersepakat.

b. Sambil menunggu proses pengaturan lebih lanjut(yang mungkin membutuhkan waktu yang lama), kesepakatan tersebut sudah dianggap cukup oleh para peserta pertemuan sebagai landasan kerjasama yang segera dapat diaplikasikan di lapangan.

c. Dalam penyusunan naskah kerjasama tidak diperlukan konsideran, yang diperlukan adalah dasar hukum yang meliputi : UU 32/2005,UU tentang pembentukan daerah, dan berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan kesehatan.

d. Draft naskah kesepakatan kerjasama yang telah disusun bersama (terlampir), nantinya hanya dijadikan sebagai bahan acuan(bukan pedoman) bagi para peserta pertemuan dalam penyusunan naskah kesepakatan kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

e. Draft naskah kesepakatan kerjasama hanya hanya memuat kerjasama pembangunan bidang kesehatan dengan ruang lingkup 9(sembilan) pokok program.

3. Bahwa dalam rangka agar naskah kerja sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersepakat, maka perlu disusun naskah keputusan kerjasama yang ditanda tangani oleh para bupati dari semua para pihak yang bersepakat dengan persetujuan DPRD kabupaten. 

Ada beberapa penjelasan dalam penyusunan naskah keputusan kerjasama tersebut, antara lain :

a. Keputusan kerjasama tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat bagi para pihak yang bersepakat.

b. Keputusan kerjasama akan dijadikan sebagai landasan untuk menyusun perjanjian kerjasama.

c. Naskah keputusan kerjasama harus memuat konsideran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan menggunakan kertas kop garuda.

d. Draft  naskah keputusan kerjasama yang telah disusun(terlampir), nantinya hanya dijadikan sebagai bahan acuan(bukan pedoman) bagi para peserta pertemuan dalam penyusunan naskah keputusan kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

e. Draft naskah keputusan kerjasama yang disusun, memuat semua bidang/sektor pembangunan, dengan maksud memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi.

4. Bahwa dalam rangka agar kesepakatan kerjasama dan atau keputusan kerjasama tersebut dapat operasional, maka perlu disusun naskah perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh kepala dinas/satuan kerja daerah dari para pihak yang bersepakat dengan dilampiri rencana kerja operasional(plan of action). 

Ada beberapa penjelasan yang terkait dengan naskah perjanjian kerjasama tersebut, antara lain :

a. Oleh karena Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang kerjasama antar daerah ini belum ada(masih dalam proses penyusunan), maka naskah perjanjian kerjasama disusun mengacu pada hukum acara perdata seperti layaknya berbagai pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dengan menggunakan kertas leges atau bermeterai cukup.

b. Draft naskah perjanjian kerjasama yang telah disusun(terlampir), hanya akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan naskah perjanjian kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

c. Draft naskah perjanjian kerjasama ini hanya memuat bidang kesehatan dan lebih difokuskan pada masalah lintas batas bidang kesehatan.

Adapun format sebagai bahan acuan untuk penyusunan Naskah Kesepakatan, Naskah Keputusan, dan Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Bupati terlampir.
e. Pertemuan Sistem Informasi Puskesmas di Ngawi

Pertemuan ini diselenggarakan di Hotel Sukowati Ngawi pada tanggal 18 – 21 Juli 2005, dengan materi tentang Sistim Informasi Puskesmas. Dalam pertemuan ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

Rekomendasi Rapat Konsultasi Manajemen Puskesmas 2005 (SIMPUS) Ngawi-Jawa Timur Tanggal 18-21 Juli 2005.

Dasar Hukum

1. Millenium Development Goal untuk health for all; pengembangan SKN dan peningkatan aksesibilitas

2. Desentralisasi

3. Dekonsentrasi

4. PP 108 tahun 2000 tentang pertanggungan jawab kepala daerah

5. KW SPM

6. Puskesmas adalah salah satu UPT yang layak sebagai sumber informasi 

7. Reformasi Puskesmas

8. Kepmenkes tentang SIKDA dan SIKNAS

Rekomendasi

1. Penataan dan pengembangan manajemen informasi pada semua jenjang administrasi 

2. Koordinasi lintas sektor dalam mobilisasi dan pemanfaatan data

3. Mempunyai mekanisme satu pintu untuk informasi kesehatan 

4. Terdapat satu pusat data yang menghimpun dari semua sector di setiap jenjang administrasi

5. Setiap jenjang administrasi mempunyai pusat informasi yang dapat di akses oleh masyarakat/stakeholders secara cepat dan mudah

6. SIMPUS adalah sistem informasi manajemen berbasis Puseksmas di dalam sub-sistem dari SIKDA

7. SIKDA merupakan sub-sistem dari SIDA

8. Alur sistem informasi dilakukan secara berjenjang, secara administratif melalui Bupati/Walikota dan Gubernur, sedangkan secara teknis melalui jajaran lembaga teknis yang lebih tinggi

9. Pengelolaan informasi disesuaikan dengan kebutuhan di setiap jenjang dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan daerah secara bertahap dan berkesinambungan

10. Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan kaidah sistem informasi dan dilakukan secata terintegrasi

11. Pembiayaan dalam sistem informasi kesehatan dibebankan kepada anggaran pusat, daerah dan atau sumber lain yang tidak mengikat

12. Operasional dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan propinsi

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Pembuatan grand design pada setiap jenjang administrasi

2. Adanya regulasi yang dapat menjamin dalam pengembangan dan kesinambungan sistem informasi pada setiap jenjang administrasi

3. Pembentukan tim pengelola sistem informasi di setiap jenjang administrasi

4. Sistem informasi dibangun dalam tahapan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, yang masuk dalam rencana strategik masing-masing, yang terdiri dari;

a. Perencanaan sistem

b. Analisis sistem

c. Membangun design sistem

d. Membanguan sistem

e. Operasional sistem dan pemeliharaan

f. Evaluasi dan pengembangan sistem

5. Membangun forum konsultasi teknis tingkat nasional dalam rangka pengembangan, pemeliharaan dan networking sistem informasi kesehatan secara nasional 
6. Kebijakan penatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan termasuk simpus akan dijabarkan melalui panduan pelaksanaan dan panduan tehnis.
f.      Pertemuan Lintas Batas di Bojonegoro
Pertemuan Koordinasi Lintas Batas Anggota Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan di Bakorwil II Bojonegoro Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal, 24 - 26 Agustus 2005 dengan Agenda pertemuan menyusun draf Kesepakatan bersama, Peraturan bersama Pemerintah Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Rembang dan Blora. Serta Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan  Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Rembang dan Blora sebagai berikut :

1. Dalam rangka kerjasama antar pemerintah Kabupaten baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, perlu di susun naskah kesepakatan yang di tandatangani oleh para Bupati yang bersangkutan sebagai Kepala Pemerintahan. Kesepakatan tersebut meliputi :

a. Draf naskah kesepakatan kerjasama antara Bupati Tuban, Bojonegoro, Rembang dan Blora sebagai Kepala Pemerintahan, naskah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan hanya sebagai ikatan politis dari pihak yang bersepakat.

b. Draf naskah kesepakatan tersebut meliputi Kerjasama pembangunan  daerah dalam bidang : Kesehatan, Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan perdagangan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan Daerah.

c. Bahwa draf naskah kesepakatan bersama tersebut perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah  dari masing-masing Kabupaten yang bersangkutan yang dituangkan dalam surat persetujuan dari DPRD Kabupaten. Karena sudah menyangkut kerjasama antar pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU no. 32 tahun 2004, Undang – undang Kesehatan  dan peraturan perundang-undangan lainnya, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur secara spesifik kerja sama antara  Pemerintah kabupaten belum ada.

d. Dari naskah kesepakatan bersama tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan menyusun draf naskah peraturan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Rembang dan Blora. Apabila draf tersebut disetujui, maka naskah kesepakatan tersebut mempunyai jangka waktu sesuai dengan hasil kesepakatan.

2. Agar dapat di operasionalkan di lapangan maka sesuai dengan tujuan pertemuan  penyusunan dokumen kerjasama  lintas batas bidang kesehatan, maka setelah penyusunan draf naskah kerjasama dan keputusan bersama dari ke 4 (empat) pemerintah kabupaten  tersebut, kemudian di tindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama antara kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Rembang dan Blora yang meliputi: 

a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 

b. Penanganan Penyakit yang potensial menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)  dan atau wabah

c. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin (maskin), 

d. Kegiatan Bidang Kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan. 
3. Adapun draf naskah  kesepakatan kerjasama, peraturan bersama pemerintah kabupaten dan perjanjian kerjasama kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagaimana terlampir.

Bahwa pertemuan Lintas Batas antara kabupaten di wilayah  timur Jawa Tengah dan Bagian barat Jawa Timur yang di laksanakan di Bakorwil II Bojonegoro perlu di tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih intensif dan lebih di fokuskan pada permasalahan-permasalahan kesehatan yang sifatnya lintas batas antara propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya kabupaten Rembang dengan Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora dengan Kabupaten Bojonegoro.
III. RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2006
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